
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. PBI APMK belum sepenuhnya terlaksana dengan baik terutama dalam hal 

peningkatan keamanan dan teknologi terhadap penggunakan kartu debet. 

Sejak dikeluarkannya PBI APMK tahun 2009 hingga awal tahun 2015 

masih ditemukan kerugian-kerugian yang diderita nasabah. Hal ini 

disebabkan oleh jangka waktu implementasi teknologi chip dan PIN yang 

saat ini masih dalam proses migrasi serta kemampuan bank dalam 

menigkatkan teknologi dan mendahulukan peningkatan teknologi kartu 

kredit. Selain itu juga informasi yang diberikan oleh bank kepada 

nasabahnya melalui syarat dan ketentuan dalam form pembukaan 

rekening mengenai penyelenggaran kartu debet belum disampaikan secara 

lengkap dan jelas sehingga nasabah tidak memahami secara benar produk 

yang digunakannya.   

2. Nasabah yang mengalami kerugian akibat transaksi dengan kartu debet 

tanpa autentikasi PIN dilindungi berdasarkan POJK Nomor 

01/POJK.07/2014 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 

dan  PBI Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa 

Sistem Pembayaran. Kedua lembaga ini sama-sama memiliki kewenangan 

dikarenakan OJK memang dibentuk dengan tugas memberi perlindungan 

terhadap konsumen di sektor jasa keuangan sedangan Bank Indonesia 

dalam hal ini berwenang dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. 

Walaupun sebenarnya melihat dari tugas dasar OJK maka segala 

perlindungan bagi konsumen di sektor jasa keuangan berada dibawah 

wewenang OJK namun ternyata Bank Indonesia juga mengeluarkan 

peraturan yang memberi perlindungan bagi konsumen karena Bank 

Indonesia merasa dalam hal sistem pembayaran masih berada dibawah 



 

wewenangnya. Berdasarkan POJK, nasabah dapat mengajukan tahapan 

penyelesaian sengketa yaitu dengan pengaduan kepada bank 

bersangkutan, upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau 

lembaga alternative penyelesaian sengketa, atau dapat mengajukan 

pengaduan kepada OJK. Sedangkan berdasarkan PBI yaitu bank harus 

menyediakan penanganan pengaduan nasabah yang terdiri dari 

penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, dan 

pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan dan bila belum 

adanya kesepakatan antara nasabah dengan bank maka nasabah dapat 

mengajukan pengaduan kepada bank Indonesia. Meskipun demikian, 

kedua aturan ini tidak memiliki pertentangan dalam isi aturannya 

sehingga keduanya tetap dapat memberi perlindungan namun harus tetap 

berkoordinasi satu sama lain agar tidak terjadi perlindungan hukum yang 

ganda khususnya dalam menjatuhkan sanksi denda kepada bank.  Namun 

bila dilihat pada praktiknya kerugian yang diderita nasabah masih 

dibebankan kepada nasabahnya padahal hal ini terjadi karena adanya 

keamanan yang kurang dari sistem teknologi APMK yang diciptakan oleh 

bank atau para penyelenggara APMK.  

 

B. SARAN 

1. Peningkatan sistem teknologi pembayaran terhadap kartu debet harus 

diutamakan mengingat kewajiban bank menjaga keamanan dana nasabah, 

pentingnya dana simpanan tabungan nasabah bagi keberlangsungan usaha 

bank dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank. Pengawasan 

terhadap sistem keamanan transaksi dengan kartu debet harus menjadi 

perhatian bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu juga, bank harus 

memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada nasabahnya 

terkait dengan informasi penyelenggaraan kartu debet dalam transaksi jual 

beli agar konsumen dapat memahami secara benar produk yang 

digunakannya dan dapat melakukan tindakan kehati-hatian. Sosialisasi 

mengenai pentingnya peningkatan sistem keamanan dalam proses 



 

transaksi dan peningkatan teknologi kartu harus lebih ditingkatkan 

sehingga nasabah lebih mamahami, lebih waspada, dan dapat melindungi 

haknya dengan baik. Apabila timbul kerugian akibat kurang amannya 

sistem teknologi suatu bank, maka bank seharusnya bertanggungjawab 

terhadap kerugian karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang 

menjadi kewajiban bank. 

2. Adanya dua perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah yaitu 

baik dari POJK dan PBI dapat menimbulkan kebinggungan dalam 

penerapan pada praktiknya walaupun isi dari kedua aturan yang tidak 

terlalu berbeda sehingga seharusnya menurut penulis, perlindungan 

hukum hanya diberikan oleh OJK mengingat tugas dasar dibentuknya 

OJK adalah perlindungan terhadap konsumen di sektor jasa keuangan 

dimana APMK sudah tercakup juga didalamnya dan sejak didirikannya 

OJK wewenangan dalam perlindungan hukum sektor jasa keuangan telah 

beralih kepada OJK namun OJK tetap harus berkoordinasi dengan Bank 

Indonesia karena berkaitan dengan sistem pembayaran yang masih berada 

dibawah wewenang Bank Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya 

aturan untuk memberi perlindungan hukum kepada nasabah diharapkan 

bank atau penyelenggara dapat memberikan perlindungan hukum dengan 

sebaik-baiknya. 
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